
?

BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

"*IHffirYIff##ff#o*'
TENTANG 

I

PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
TTU]VIAH SAKIT UMUM DAERAH K{BUPATEN ACEH SINGKIL

BI SMILLAHIRRAHMANTRRAHIM
DENGANT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

\./

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa rnenindaklanjuti Peraturan presiden l\tromor Lz
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 111
Tahun 2013 tentan;g Perubahan Atas peraturan presiden
Nomcrr 12 Tahun 2olg tentang Jaminan Kesehatan, serta
9"1* rangka peningkatan kesejahteraan Tenaga Medis,
Paramedis dan Non Medis, pemenuhan operasional
pelayanan kesehalan lainnya sehingga menunjang
peningkatan mutu pelayanan Rumah sakia umum Daerali
Kabupaten Aceh sirr;ikil dipandang perlu mdnetapkan
Pemanfaatan Dana P*:lavrnan Kesehatan Rumah S*t it
Umum Daerah Kabupare n Aceh Singkil;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu
ditetapkan dalam suatu pc r; r turan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun lggg tentang
Pembentukan Daerah Tini;i...tr II Kabupaten Aceh singkii
(Lembaran Negara Republitt i*donesia'i"hnn Lggg Nlffor
48, Tambahan Lembarri; , Negara Repubrik Indonesia
Nomor 382); - t, 

,

undang-u*dang Nomor 2g rahpn 1999 ten'tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas da;
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar4n Negara
Republik Indohesia Tahun rggg Nomor zs, Tambihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor BgSl);
undang-undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ([,emba'an l,legara Republik Indonesia funurt zSog
Nomor 47. Tarrrbahan Lenrbaran Negara Republik
indonesia Nomor 42SOl; '-l

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lemba?an
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5, Undang-LJndang Nomor '15 Tahun 2OQ4 tentang
Peme:riksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keua:ngan
Negzua (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambatra"n Lembaran Negara Nomor a4o0h

6, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintnhan Dar:ra.L (Lembaran Negara Republik
Indorresia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun 2OO8
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahtrn 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Neg4ra Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 48aal;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan l\ntara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembar-an Negara Republik
trndonesia Tahun 2OO4 llomor Nomor L26,. famba{ran
Lembaran Negara Republik Indonesia 44881;

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang ,sistem
Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia a416l

9. Undang-Undang Nomor 11 ' Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20A6 Nornor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor affi3); , ,,

10. Undang-Undang Nomor 86 Tahun AO0g
tentang Kesetratan (Lembaran Negara Repubrik Ind.onesia
Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5063);

1 L. undang-undang Nomor 44 Tahun 2oo9 tentang Rtrrnah
sakit (Lernbaran Negara Republik Irrdonesia Tahun zoog
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5A721; {

111. Unclang-tlndang Nom.or 12 Tahun 2Ol L tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor , ,g2,
Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang eadan
Penyelenggara Jaminan sosial (Lembaran Negara Ropubrik
Indonesia Tahun zoll Nomor 116, Tambahan Lembararr
Negara Republik Inclonesia Nomor 5256);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (l,embcran Negara Republik Indonbsia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negiara
Republik Indonesia Nomor a5751;

15. Peraturan Perr,reintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran i\egara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Let'nbaran
Negara Republik Inclonesia Nomor 45781;

1€r. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOd' tentang
Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelalrapan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5S5);

17. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2A06 tentang
Laporan Keu.angan dan Kinerja Instansi Pemerinthh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor
25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614)',

18. Peraturan Pemerintah Nomor a9 Tahun 2oor tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun ZOOT Nomor g3, Tambahan
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor aTSBI;

19). Peraturan Pernerintah Nomcr zr rahun 2oro tentcrng
standar Akuntansi Pemerintahan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor Sl6b);

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan l(esehatan (L,embaran Negara Republik Indotresia
Tahun 2or:3 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2ol3 tentang
Perubahan Atas peraturan presiden Nomor 12 Tahun
2a13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2,019 Nomor 255);

21.. Peratura-n Menteri Kesehatan Nomor 7L Tahun :2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasic'nal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1a00);

2i2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2or4
tentang Pembentrrkan produk Hukum Daerah,{Berita
Negara Republik Indoiresia Tahun 2Ol4 Nomor S2); '

2i|. Qanun Aceh singkil Nomor 3 Tahuu 2006 terrtang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daeiaf,
Kabupaten Aceh singkil Tahun 2006 Nomor 3 seri B
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan eanun
Kabupaten Aceh singkil lrlomor 12 rahun zoto tentang
Perubahan Pertama ezurun Kabupaten Aceh singkil
Nomor 3 Tahun 2008 $letribusi pelayanan Kesehaian
(Lembaran. Daerah Kabupaten Aceh singkil rahun 2o1o
Nomor 17) ;
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24.. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2OO8 tentdng
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis f)aerah'dan Kecamatan, sebagaimana telah diu6ah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nornor
4 Tahun 2A11 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh
Singkil Nomor 03 Tahun 2OOB tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2oll Nomor O4);

25. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

2€r. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor L4 Tahun 2010
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2O1O Nomor 1"4);

27'. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2Ol2
tentang Sislem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah
Kabupateu Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2Ol2 Nomcr 03);

2[t. Peraturan Bupati Aceh Si'ngkil Nomor 8 Tahun '2012
tenta.ng Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerun Kabupaten .Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2OI2 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEM,A.NFAATAN DANA
F'ELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
I/.ABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
ETENTIJAN UMUM

<r Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dinraksud dengan :

1.. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Rurnah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil

yang selanjutnya disingkat RSUD Aceh Singkil 'edalah
lembaga teknis daerah yang menyeJenggArakan
pelayanan kesehatan perorangan secara par,ipurria yang
menyediakan pel:ryanan rawat inap, rawat jalan, dan
gawat darurat.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah bqdan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
prograrn J aminan Kesehatan
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4.

5.

I(epala RSUD Aceh Singkil adalah Direktur sebagai
unsur penyelenggara rumah sakit.

Dan.a Pelayanan Kesehatan adalah dana yang diterila
oleh. rumah sakit dari retribusi pelayanan kesehatan danjasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya
berr;umber dari hasil klaim kepada BPJS.

Jasil Medis/Pelayallstr Kesehatan adalah jasa yang
cliberyarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah
dilakukan oleh rumah sakit meliputi biaya .untuk
pemberi pelayanan dalarn rangka observasi, diagn.osis,
pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi,
visite, dan/atau pelayanan medis dan non medis
lainnya.

Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat
BMHP adalah bahan atau alat kesehatan untuk
pemakaian sekali atau beberapa kali yang digunakan
untuk mencegah, mencliagnosa, menyembuhkan dan
meringankan penyakit, merawat orang sakit serta
memulihkan kesehatar:L pada manusia _ dan/atau
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 

,Biaya Operasional pelayanan adalah biaya yang
dipergunakari untuk peLaksanaan operasional peravanai
di rumah sakit yang mencakup perbekalan faimasi,
obat, BMHP, alat,kesehatan, adminiitrasi pelayanan dan
yang menunjang operasional pelayanan lainnya.
Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri
dari obat, bahan obat, alat kesehatan, ,""g*r*il,tr;;i;
farmasi dan gas medis.
obat adalah bahan, atau paduan bahan, te#u.sut
produk biologi yang digunakan untuk meinpengqruhi
?tr.u menyelidiki sistem fisioiogi atau keadaan patotogidalam rangka penetapan -diagnosis, p.rr"igahai,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatai' d.n
kontrasepsi, untuk rnanusia
Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, meSin,
{3n/at1u implan yang tidak *"ngulrd.rng obat yangdigunakan untuk m.rr""ga6, rienai"gnos;
rnenyembuhkan dan meringankan penyakit, *Jr**u.i
orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki-lfungsi
tubuh.
Tenaga Medis adalah rJokter, dokter gigi, dokter spesialis,
dan dokter gigi spesialis di rumah 

"atit.Tenaga Paramedis adalah perawat, bidan yang
memberikan pelayanan di Rumah Sakit.

14- Tenaga Non Medis adalah tenaga menejemen,
administ'asi, tenaga penunjang medis dan penlnjang
non medis di rumah sakit.

9

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

9
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BI\B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan dana pelaya::an kesehatan dimaksud untuk
meningkatkan kesejahteraan tenega medis, paramedis
dan non medis sehingga dapat meningkatkan kinerja dan
disiplin dalam menjalankan tugas juga dblam
pemenuhan operasional pelayanan kesehatan rurnah
sakit.

T\rjuan pemanfaatan dana pelayanan kesehafatr adalah
untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga lmedis,
paramedis dan non medis dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam menrberikan pelayanari dan juga
terpenuhinya operasional pelayanan kesehatan sehirigga
dapat meningkatkan mtrtu pelayanan rumah sakit. ', ,

,','
BAB III

PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan terdiri dari:
a. dana yang bersumber dari klaim BpJs Kesehatan terdiridari: ;

1- jasa medis/pelayanan kesehatan, ma.ksimal sebesar
44ot'o; dan '

2. biaya operasional pelayanan, maksimal sebesar s6%.
b. dana yang bersumber clari Retribusi pelayanan Kesehatan

terdiri dari: : J

1. ja.sa sarana; dan ,

2. jasa medis/pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Pembagian jasa medis/peiayanan kesehatan dan biaya
operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
hunrf a diatur letrih" lanjut dengan Keputusan Direktur
RSUD Aceh Singkil.

Pembagiern jasa medis/pelayanan kesehatan
seba.gaimana climaksud dalam pasal 3 huruf b diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Aceh
Singkil.

(2\
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PaClg saat hr.:rlakut:tYi.l pcrilturgn ini, rnrrl*a Pcratt.tr;rn Rr'ipart

Accir $iirgkil Norii,il Jl. 'fittrriu 20l I tcntang Ria1-a .jasa

f,'r.lil1.ilrr.rnl Rtlm;lh S;riiit l-imltm Daerah Kabltpaten Aceh

$inBkii /IJr:rjt;a ll.aclair, Kairr.rpaten Acrti $ingkil Tllhutn 201 1
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